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Abstrak
 

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan kepada Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pelayanan sertifikasi halal, yang mana

dahulunya kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan

Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentunya menjadi suatu tantangan bagi BPJPH

sebagai lembaga baru yang dibentuk melalui UU JPH untuk melaksanakan sertifikasi halal tersebut. Pokok

permasalahan yang dibahas adalah mengenai mekanisme pelayanan sertifikasi halal yang diselenggarakan

oleh BPJPH berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta tinjauan penyelenggaraan pelayanan

sertifikasi halal berdasarkan asas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif dengan menggunakan data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut

pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yangberlaku serta data pendukung dari beberapa

narasumber dari instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan

sertifikasi halal banyak terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan

masyarakat terkait dengan alur dan regulasi pelayanan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH.

Para ahli menilai bahwa BPJPH tidak kunjung melengkapi aturan pelaksana dan petunjuk teknis dalam

pelayanan sertifikasi halal, sehingga menimbulkan kemacetan dalam pelayanan sertifikasi halal, belum lagi

jumlah SDM yang masih sedikit tidak mampu melayani permintaan pelayanan sertifikasi halal di Seluruh

Indonesia.

......Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH) mandates the Halal

Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) to provide halal certification services, where previously the

authority to implement halal certification was carried out by the Indonesian Ulema Council Food and Drug

Review Institute ( LPPOM MUI) is certainly a challenge for BPJPH as a new institution formed through the

JPH Law to carry out the halal certification. The main issues discussed are the mechanism for halal

certification services organized by BPJPH based on laws and regulations, as well as a review of the

implementation of halal certification services based on the principle of public service. The research method

used is normative legal research using secondary data to discuss the subject matter from the point of view of

applicable laws and regulations as well as supporting data from several sources from related agencies. The

results of this study indicate that in the implementation of halal certification services there are many legal

vacuums that raise many questions among the public related to the flow and regulation of halal certification

services organized by BPJPH. Experts consider that BPJPH has not yet completed implementing regulations

and technical guidelines in halal certification services, causing congestion in halal certification services, not

to mention the small number of human resources who are still unable to serve requests for halal certification

services throughout Indonesia.
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